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PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR..3......TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Dacrah Kota
Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Dacrah  Kota Pagar Alam, periu
menetapkan  Peraturan  Walikota  Pagar  Alam Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria
Tata Kerja Sckretariat Dacrah Kota Pagar Alam.

. Undang-Undang Rl Nomor 08 Tahun 2001 icntang
Pembentukan  Kota  Pagar Alam  (Lembaran  Negira
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Rl Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran  Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 eatang
Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indoncesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara



Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Dacrah Kota Pagar Alam (Lembaran Dacrah Kota Pagar
Alam Tahun 2016 Nomor 8

Ui

MEMUTUSKAN

PERATURAN  WALIKOTA PAGAR ALAM  TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR
ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;

2.  Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam

3.  Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang sclanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pagar Alam

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar

Alam;

6. Sckretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;

7. Assisten adalah Assisten pada Sckretariat Dacrah Kota
Pagar Alam;

8. Bagian adalah Bagian pada Sckretariat Dacrah Kota
Pagar Alam;

9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretarial Daerah
Kota Pagar Alam,;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah  Kota
Pagar Alam,;

N

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Sekretariat  Daerah merupakan unsur stal yang
mempunyai  tugas membantu  Walikota  dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif ;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota.
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BAB 11l
» SUSUNAN ORGANISASI
| Pasal 3

Susunan Organisasi Sckretariat Dacrah terdiri dari :
(1) Sckretaris Dacrah;
- (2) Assisten | Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, membawahi :
a. E;agian Pemerintahan  Dan  Otonomi Daerah,
membawahi :
1. Subbagian Pemerintahan Umum
2. Subbagian Otonomi Dacrah Dan Kerjasama
3. Subbagian Pertanahan Dan Perbatasan
b. Bagian Hukum membawabhi :
1. Subbagian Perundang -Undangan .
2. Subbagian Batuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia
ﬁg 3. Subbagian dokumentasi Hukum Dan penyuluhan
Hukum
c. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial membawabhi :
1. Subbagian Kescjahteraan dan Fasilitasi Pelayanan
Dasar
2. Subbagian Bina Mental Dan Rohani
3. Subbagian Sosial Dan Budaya
(3) Assisten Il Bidang Perckonomian Dan Pembangunan

membawahi :
a. Bagian Perckonomian Dan Pembangunan
membawahi :

1. Subbagian Pereckonomian
2. Subbagian Pembangunan
3. Subbagian Monitoring Dan Evaluasi
, b. Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah |,
‘0 membawahi :
: 1. Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang / Jasa
2. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa
3. Subbagian Pendukung Pengadaan Barang /Jasa
(4) Assisten Il Bidang Administrasi Umum , membawabhi :
a. Bagian Umum Dan Perlengkapan, membawahi :
1. Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
2. SubBagian Protokol Dan Perjalanan Dinas
3. Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan
b. Bagian Organisasi, membawahi :
1. Subbagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
2, Subbagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan
Aparatur
3. Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
c. Bagian Administrasi Keuangan , membawahi :
1. Subbagian Anggaran
2. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan
3. Subbagian Akuntansi Dan Pelaporan
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(5)  Kelompok Jabatan Fungsional;
(6) Assisten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Dacrah;

(7) Bagian dipimpin olch Kepala Bagian l)c’rkcdudt,lkun
dibawah dan bertanggung jawab kepada Assisten,

(8) Subbagian dipimpin oleh  Kepala Sub Bagian
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian;

(9)  Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu ht-rkudmlul@n
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

dalam  pelaksanaan tugasnya sccard operasional

berordinasi dengan Sub Bagian terkait;
(10) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dacrah tersebut
pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
= Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 4

Sckretariat Daerah  mempunyai  tugas  pokok membantu
Walikota dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat dacrah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 4, Sekretariat Dacrah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
daerah ;

4, Pelayanan administratil dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi daerah ;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas pokok dan [ungsinya.

Bagian Kedua
Assisten | Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Rakyat
Pasal 6

Asisten | Bidang Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat
mempunyai tugas membantu  Sckretaris Daerah dalam
perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian
Pemerintahan, Bina Kesejahteraan Sosial, Hukum serta
Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan
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Pasal 7

aksud
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Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimand di qari

dalam pasal 6, Assisten Bidang pemerintahal

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan  pro
bidang  pemerintahan,  kesejahteraan  sosial
penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan  1ugas
program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangah
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

C. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Dacrah sesuai dengan  pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat:

d. Pelaksanaan  pembinaan  administrasi  di bidang
pemerintahan, kescjahteraan sosial dan penyusunan
peraturan perundang-undangan; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan olch Atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 8

Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah mempunyai
tugas pokok membantu Assisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam perumusan  kebijakan,
mengoordinasikan  pelaksanaan tugas dan  fungsi,
pemantauan dan evaluasi  program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan tcknis, administrasi dan
sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi
kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan,
aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, serta fasilitasi
sekretariat pengelolaan perbatasan dan kerjasama yang
berkaitan dengan batas wilayah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 8, Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
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d.

admimstrasi  pemerintahan, otonomi  daerah £,
administrasi pertanahan dan administrasi kewilayahan;
pelaksanaan - koordinasi dan  penyusunan - program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang
administrasi  pemerintahan,  otonomi dacrah
administrasi pertanahan dan administrasi kewilayahan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyclenggaraan
pemerintahan  di bidang administras pemerintahan,
otonomi dacrah , administrasi pertanahan  dan
administrasi kewilayahan;

pelaksanaan  pembinaan  administrasi pemerninitahan,
otonomi dacrah , administrasi  pertanahan - dan
administrasi kewilayahan,

pelaksanaan proses administrasi perijinan  perjalanan
dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah
dacrah, pimpinan serta anggota DPRD; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah dibidang pemerintahan umum.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud
pada pasal 10, Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai
fungsi :

a.

penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian
Pemerintahan ~ Umum sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesual
dengan bidang tugasnya,

penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan
perumusan  kebijakan dan  penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan
khusus  bencana, kebakaran, serta  gangguan
ketentraman dan ketertiban;

penyiapan bahan analisis data, perumusan kebijakan |,
petunjuk pelaksanaan, laporan pelaksanaan dan
pemantauan tentang pelaksanaan' tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan

penyiapan  perumusan  kebijakan  pengembangan
kapasitas dan evaluasi kinerja daerah serta perangkat
Kecamatan.

penyiapan  perumusan  kebijakan dan fasilitas
penanganan permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan termasuk pemerintahan kecamatan.



g penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis  pelaksanaan  koordinasi  penyelenggaraan
pemerintahan umum,

h. penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka
koordinasi pencalonan dan pengangkatan Kepala Dacrah
dan Wakil Kepala Dacrah,

1. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas) kemitraan
cksekutifl dan legislatif.

j. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang
berhubungan dengan pembinaan perangkat Kecamatan
dan Kelurahan ;

k. Pembinaan terhadap Kecamatan dan Kelurahan;

I Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan
dengan urusan pembinaan perangkat Kecamatan dan
menyiapkan  bahan  petunjuk  pemecahan  masalah
termasuk membuat tindak lanjut pemeriksaan internal
dan cksternal,

m. Pelaksanaan administrasi bagian.

n. Pelakanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Otonomi Dacrah Dan Kerjasama mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Pemerintahan Dan Otonomi Dacrah dibidang otonomi dan
kerjasama.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 12, Subbagian Otonomi Daerah Dan Kerjasama
mempunyal fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan di
bidang administrasi kepala dacrah

b. pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang administrasi Walikota, Wakil Walikota dan
anggota legislatif;

c. pelaksanaan penyusunan konsep pengusulan tentang
peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan
anggota/pimpinan DPRD Kota hasil pemilihan umum
serta  peresmian  pemberhentian  dan  peresmian
pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan
DPRD Kola;

d. penyusunan pertanggungjawaban akhir masa jabatan
Walikota;

e. pelaksanaan penyusunan konsep surat rekomendasi izin
kunjungan ke luar negeri bagi Walikota dan anggota
legislatil  kota

f.  pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi di



o

h

.

1]

.

L L N e T e B R A e

Iidang  adeipnirasi Walikots  dan Waksd Wb,
St ta bopisland |

Petak sunnat pengumpolso batar stmnlaass, egomdig,
W i, hoordimags mcenderag dan venluBal feogram
i davtaly  Rots

Peiyipme  analivie,  pwlaksaroaly  faomitoring . serts
evuluene Kegatan obomorm dactah  keda

l\'li'.mpuh bahan raput koordimas: Forae Koo kas
Pynpurtag Do rah [l-‘mk:m.pnndu] |

Ponyinpan bahan porumusan kelmukar delam Foruemn
Asimiam Pemenntah kota Selurull Indopesis,

Petry usirnan PN st tekrn (o T At i
petgombatgan  ketjanamas  dar by Boabnangad
it lombag

Peiyvusunan rumusan kebyakan ko jenge pibengan
Ketjusnma  dan pelavarnan hubungan  antar e basg
pemenntah diucrah dengan pemeriiniah daeceah Lainng e
pemerintah provinss dan demibags benniva bk Salam
negen maupun luar negen,

Pelaksanaan pengelolann acdrninist fiast didiarn
penyelenggariaan pengembangan kerjasam dan
pelayanan hubungan antar lembaga pemenintah daerah
dengan  pemerintah  pusat, pemenintah provinss  dan
lembaga lnnys bak dalam maupun lusr negen
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya

penyiapan bahan fustlitas dan koordinas
penyelenggaraan  Penngatan Han Jadi Provins: dan
/Kota,

Pelakanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Pertanahan Dan Perbatasan  mempunyar tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah dibidang pertanahan dan perbatasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 14, Subbagian Pertanahan dan  Perbatasan
mempunyai fungsi

.

Penyiapan  bahan  pembenan  bimbingan, perumusan
kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi
wilayah  pemerintahan,  supervisi, pembinaan  dan
sosialisasi  pemberian nama-  nama  geografis,
toponimi/rupabumi dan pertanahan;

Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan di
bidang pertanahan;




¢, Penvinpun  bahan  fasilitasi - penataan batas  wiluyah
administrasi pemerintahan kota,

d. Penyiapan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing,

e, Penyusunan perencanaan  teknis operasional fasilitasi
pelayanan administrasi pertanahan dan penatain batas
wilayah,

[ Pengusulan dan pelaksanaan  perubahan batay kota,
nama dan pemindahan ibukota dacrah.

g, Perumusan  kebijakan  penctapan pelaksanaan
perbatasan kecamatan dan Kelurahan

h. Pengkoordinasian pelayanan izin - lokasi pertanahan
sesual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan yvang berlaku,

i, Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
wilayah perbatasan

j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melakukan survey, pengukuran dan pemetaan.

k. Perencanaan penggunaan tanah untuk wilayah dacrah.

I Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

Bagian Hukum  mempunyai tugas membantu  Assisten
Bidang Pemerintahan  dan  Kescjahteraan Rakyal dalam
perumusan  kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi, pemantauan  dan evaluasi  program
kegiatan  dan  penyelenggaraan pembinaan  teknis,
administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan
telaahan  hukum, penvusunan peraturan  perundang-
undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi
hukum serta penyuluhan hukum.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 16, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bagian Hukum

b. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah kota dalam
lingkup  penyusunan peraturan perundang-undangan,
pembentukan peraturan daerah, peraturan
walikota,keputusan walikota, instruksi walikota dan
pengkajian  hukum, bantuan hukum dan hak asasi
manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan
hukum dan evaluasi hukum;

¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah  lingkup  penyusunan peraturan
perundang-undangan, pembentukan peraturan daerah,
peraturan walikota, keputusan walikola, instruksi
walikota dan pengkajian hukum, bantuan hukum dan
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hak awasi manusia, serta adminisieass dukuttentam,
penyuluhan hukum den evalunst Tnakusm,

d. Pelaksanaan  penyusunsg  peratutai
undangan, pembentukan peraturan dactah,  peraturan
walikota, keputusan walikots , nstrukst walikoto dan
pengkajian  hukum, bantuan  hukum  dan bnk asis
manusia, serta sdminstras dokugrientas, penyuluban

perundeng

hukum dan evaluas: bukum,

¢, Pelaksanaan  konsultasi, koordinasi  dan sinkronisss)
pelakspnaan persturnn perundang undatigion,
pembentukan peraturan duerah, peralufan
walikota keputusan  walikots,  imstruks wanhkota  dan
pengkajian  hukum, bantuan  hukam dan hak  asas
manusia, serta  administras ;lukumr:num.;ﬂ'rwululmu
hukum dan evaluasi hukum,

f. Pembinaan, monitonng, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyusunan peraturan perundang undangan,
pembentukan peraturan dacrah, peraturan
walikota keputusan walkota ,  instruksi walikots dan
pengkajian  hukum, bantuan  hukum  dan hak  asas
manusia, serta  administras dokumentas,penyuluban
hukum dan evaluasi hukum,;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 18

Subbagian Perundang - Undangan mempunyvai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang
perundang - undangan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada pasal 18, Subbagian Perundang - Undangan
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan  bahan  penyusunan dan  pelaksanaan
pembahasan rancangan produk hukum kota yang bersifat
pengaturan (regeling);

b. Penyiapan  bahan penyusunan dan dan pelaksanaan
pembahasan rancangan produk hukum kota yang bersifat
penctapan (beschikking);

¢. Penyiapan bahan dan pclaksanaan fasilitasi kegiatan
program pembentukan peraturan daerah;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan [fasilitasi kegiatan
penyclarasan rancangan peraturan daerah:

e. Penyiapan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita
daerah;

f. Penyiapan dan  pengumpulan  bahan telaahan,
pertimbangan dan pengkajian produk hukum:
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Pasal 20

Hubbagion  Bantuan Mok Dan Mk Asasi Matiisis
mempunyal fogan pokole elakapniaban scbigiag Cugas
Wagion Hudeom dibidang bantoan fibean din bhabe asisg

Pasal 21

Untuk melaknanakon tugas pokak sebagaitnang ditaksd
Pada panal 20, Subbaginn Bantuan Hukum Dan Hak Asasi
mempunyi hanpsi

ac Penyiapan o pengumpulan , dan penginventarisasian
bahan bahan dalam penyelesainn hukum,

b pelaksanaan  evaluasm sengketa hukuom sebapnl akibat
pelaksanaan peraturan dacrah dan peraturan perundang.
undangan lmnnya,

¢. pelaksanaan  pembenian bantuan dan perlindungan
hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintat
Kota dalam hubungan kedinasan;

d. pelaksanaan koordinasi  dan fasilitasi  pertimbangan
hukum dan hak asasi manusia kepada unsur pemerintah
yang bermasalah dalam melaksanakan tugas;

e. pelaksanaan monitoring permasalahan bukum dan hak
asast manusia - serta penyelesaiannya  kepada  unsur
pemerintah kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas,

[ pelaksanaan evaluasi penyelesaian bantuan hukum yang
timbul kepada unsur pemerintah kota Yapar Alam dalam
melaksanakan tugasnya,

g pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam
rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

h. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan
hak asasi manusia; dan

L. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Dokumentasi Hukum Dan Penyuluhan Hukum
mempunyai  tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
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Bagian  Hukum  dibidang  dokumentasi  hukum  dan
penyuluhan hukum
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 23, Subbagian dokumentasi Hukum Dan
Penyuluhan Hukum mempunyar fungsi -

a. Penghimpunan dan pelaksanaan dokumientasi  produk
hukum, lembaran  dacrah dan mengatur  penyebaran
dokumentasi hukum dan informasi hukum;

b. pelaksanaan inventarisasy,penggandaan , dan publikasi
produk hukum kepada instansi yang membutuhkan ;

¢. Penyiapan  bahan  pedoman dan  petunjuk  teknis
pembuatan dan pengembangan jaringan dokumentas: dan
informasi hukum;

d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan  produk-
produk hukum;

e. pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap permasalahan
hukum dan peraturan perundang-undangan vang berlaku
kepada masyarakat dan aparatur negara;

[ pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bagian Bina Kescjahteraan  Sosial  mempunyai tugas
membantu Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi
program  kegiatan dan  penyelenggaraan pembinaan,
administrasi  dan sumber daya di bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,
keschatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 25, Bagian Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan,
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, keschatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
koordinasi kerukunan umat beragama;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan  program
kegiatan serta petunjuk  teknis pelaksanaanurusan
pemerintahanbidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata,

serta
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kepemudaan  dan  olabregs,  keschatan,  somis),
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serts
koardinasi kerukunan urna beragsma,

pelaksanaur monitonng dan evaluasi penyelenygarann
urusan pemerntahan bidang pendidikan, kebudayaarn,
pariwisata, kepemudaan dun olahrags, kesehaton, sosial,
pengendabian penduduk dan keluargs berencana, sers
koordinasi kerukunan umat beragama,

d. pelaksanaan pembinsan  administras: penyelenggaraan
urusan pemenntahan bidang pendidikan, kebudayaan,
Pariwisata, kepemudaan dan olahraga, keschatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta
koordinasi kerukunan umat beragama;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 26

Subbagian Kesejahteraan Dan Fasilitasi Pelayanan Dasar
mempunyal tugas pokok melaksanakan  scbagian  tugas
Bagian Bina Kescjahteraan Sosial dibidang kescjahteraan
dan fasilitasi pelayanan dasar;

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 26, Subbagian Kesejahteraan Dan Fasilitasi
Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Sub bagian kesejahteraan
dan fasilitasi pelayanan dasar.

b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan kebijakan dan
petunjuk teknis pembinaan kescjahteraan dan fasilitasi
pelayanan dasar.

c. Pemberian saran/pertimbangan kepada atasan tentang
langkah - langkah tindakan yang akan diambil dalam
pelaksanaan tugasnya.

d. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pembinaan dan
pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang
kesejahteraan dan fasilitasi pelayanan dasar.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28
Subbagian Bina Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Kesejahteraan
Sosial di bidang bina mental dan rohani.
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Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimany dirnaksud

pada  pasal 28, Subbagian Bina Mental dan  Roham

mempunyat fungsi

& Penyusunan rencans kerja Sub Bagian Bine Mental Das
Rohang

b. Pelaksanaan  program kegiatan ditndang pembinaan
mental dan rohan;

¢ Fasilitasi bantuan sosial kepada lembags keagamaas

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang keagamaarn

¢. Pelaksanaan koordinasi dengan mstansi terkast dalam
pemecahan persoalan dibidang mental dan kerohanian

[ Pengkoordinasian peningkatan  kualitas  sarana
Prasarana keagamaan
g Pengkoordinasian  dan penvelenggaraan  kegatan

Peringatan Hari Besar Islam (PBHI), MTQ, urusan haji
dan kegiatan keagamaan lainnva

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Subbagian Sosial Dan Budaya mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Kesejahteraan
Sosial dibidang sosial dan budaya

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud
pada pasal 30, Subbagian Sosial Dan Budava mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan , analisis data, perumusan
dan pelaksanaan program kegiatan dibidang sosial dan
kebudayaan.

b. Penyiapan bahan konsep kebijakan pembinaan, dibidang
sosial dan budaya.

c. Pengkoordinasian kegiatan dibidang sosial dan budaya.

d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam kegiatan
penyelenggaraan sosial dan budaya.

e. Pelaksanaan koordinasi dalam pemberian bantuan
untuk kegiatan sosial dan budaya.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.




®

Baglan Ketiga
Assisten 11 Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
Pasal 32

Asistenn 1 Midang  Perekonomian darn Pembangunarn

membantu - Selaetaris Daerah dalam

ICTPUIYE T
pelaksanaan

merimuskan  kebijakan,  mengoordimasikan
fogges dine fangst, monitonng dan cvaluasi program koegiatan

din penvelenpgaraan pembinaan, administrasi dan sumber

dava div bidang  perekononman - dan sumber  daya  alam,

mfrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan

pengadaan barang  dan  jasa pemerintiah ducrah  serta

Peranpkat Dacrah yang melaksanakan urasan

Tih = 1 el
idang pangan, permdustoan, perdagangan, koperasi tsahi
maodal,  pertaman,

pemerintahan

keall  dan menengah,  penanaman :
lingkungan hidup, energ) dan
ruinng,

kehutanan, perikanan,
sumber daya alam, pekerjaan umum  dan penataan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman,pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian serta urusan  penunjang  bidang  perencanaan,

penelitian dan pengembangan.
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebugaimana dimaksud
pada pasal 32, Assisten I Bidang Perekonomian Dan
Pembangunan menyelenggarakan fungsi

a.  Pelaksanaan  penyusunan  kebijakan  dan program  di
bidang perckonomian, sumber daya alam, infrastruktur
;administrasi pembangunan  dan  layanan pengadaan
barang dan jasa pemerintah Kota;

b, Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan  tugas dan
program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;

c. Pelaksanaan  evaluasi penyelenggaraan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;

d. Pelaksanaan  pembinaan  administrasi  di  bidang
perekonomian,  sumber daya alam, infrastruktur,
administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan
jasa pemerintah kota;

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Bagian  Administrasi  Perckonomian  Dan  Pembangunan
mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Perekonomian
dan  Pembangunan  dalam  merumuskan  kebijakan,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring




»

16

dan  cvaluasi  program  kegiatan  dan penyclenggaraan
pembinaan, administrasi dan sumber daya i bidang pangan,
perindustrian,  perdagangan,  koperasi usaha kecl dan
menengah,  penanaman  modal,  pertanian, kehutanan,
perikanan, lingkungan hidup, energt dan sumber daya alam,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyal
dan  kawasan permukiman, pertanahan,  perhubungan,
komunikasi dan informatika, statusuk , persandian
pembangunan,  administrasi  pelaksanaan  dan kebijakan
pembangunan, analisis makro ckonom, sdarana
perckonomian dan BUMD |, dan pengembangan teknologr

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 34, Bagian Administrasi Perckonomian  Dan
Pembangunan mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, pcrinduslrian.
perdagangan, koperasi  usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam,
pekerjaan  umum  dan  penataan ruang, perumahan
rakyat dan  kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik ,
persandian , pembangunan, administrasi pelaksanaan
dan kebijakan pembangunan, analisis makro ekonomi,
sarana perckonomian dan BUMD , dan pengembangan
teknologi ;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian,
perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam,
pekerjaan  umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik |,
persandian , pembangunan, administrasi pelaksanaan
dan kebijakan pembangunan, analisis makro ekonomi,
sarana perekonomian dan BUMD , dan pengembangan
teknologi ;

c. pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan laporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan,
perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya
alam, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik

1
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persandian |, pembangunan, administrasi peluksanaan
dan kebijakan pembangunan, analisis makro ekonomi,
sarana perckonomian dan BUMD |, dan pengembangan
teknologi

d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan
urusan pemernintahan bidang pangan, perindustrian,
perdagangan,  koperasi usaha  kecill dan  menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan,  perikanan,
Ingkungan hidup, cnergi dan sumber daya alam,
pekerjaan . umum  dan penataan  ruang, perumahan
rakyat  dan  kawasan  permukiman,  pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik ,
persandian , pembangunan, adminmistrasi pelaksanaan
dan kebijakan pembangunan, analisis makro ekonomi,
sarana perckonomian dan BUMD , dan pengembangan
teknologi ;

¢. Pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan  dan  pelaksanaan  koordinasi dalam
penvusunan program tahunan pembangunan dacrah;

[ Pelaksanaan pengendalian administrast ckonomi  dan
pembangunan, evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
pembangunan  daerah, yang dibiayai  Anggaran
Pendapatan  dan Belanja  Daerah (APBD), bantuan
pembangunan  dan  dana  pembangunan  vang sah
lainnya;

g. Penyiapan dan pengumpulan bahan serta
pengadministrasian program bantuan pembangunan dari
pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan bantuan
pihak ketiga;

h. Sistematis, identifikasi dan klasifikasi permasalahan
vang tumbul dalam bidang pembangunan guna solusi
pemecahan masalah;

i. Pembuatan dan penyusunan laporan pembangunan
daerah secara berkala dan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada atasan;

). Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan
sesuail dengan tugas fungsinya.

Pasal 36

Subbagian  Perekonomian  mempunyai  tugas pokok
melaksanakan  sebagian  tugas  Bagian  Administrasi
Perekonomian Dan Pembangunan di bidang perekonomian.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 37, Subbagian Perekonomian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Subbagian Perckonomian:

b. Pelaksanaan usaha kegiatan peningkatan sarana dan
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yitng diberdean olele porr tintah,
d  Pelaksanaan koordines dengan

piyarnan frenial
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Kelancnran pelaksanaar tgaes.

pelakndnann
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dipani  Aan
¢ Pengumpulan  bahon kewir bt
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sumber daya nlam,
penpolahiat duta dan penyusunan

. Pengumpulan bahun,
sharnn sumbes tavi

rencana keglatan  produksi dan pesm
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g Pengumpulan  bahan pelaksanann
penyusunan kebiakan produks dan |

koordmany  dan
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h. Pengumpulan bahan  pelaksan
produksi dan prmasaran sumber da

bahan pelaksanann prngawssan,
kst dan pemasaran sumber

i pemninngian ditndnng

v adaam,

evirluinsi
1. Pengumpulan ’

dan pelaporan dibidang produ
daya alam;

J. Pemberian saran pertimbung
langkah/tindakan yang periu diambl, dun

k Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasar sesual

dengan tugas dan fungsimya

an kepada alasan tentang

Pasal 38

Subbagian Pembangunan —mempunyal  tugas pokok
melaksanakan  sebagian  tugas  Bagian Administrasi
Perckonomian dan Pembangunan di bidang pembangunan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 38,Subbagian Pembangunan mempunyai fungst :

a. Pembuatan perencanaan dan penyusunan prografi kerja
pada Sub Bagian Pembangunan;

b. Penghimpunan dan mensistimatika permasalabhan dan
skala prioritas program pembangunan daerah;

¢. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan pembangunan serta pengendahannya,

d. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan kcgiaéan
pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik;

e. Pelaksanaan estimasi permasalahan dan pemecahan
masalah dibidang tugasnva,

f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan bagian lain yang
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya,

g. Pelaksanan pemantauan terhadap perkembanganwdan
pengendalian  pelaksanaan program dan kegiatan-
kegiatan pembangunan;

h. Pengumpulan dan penghimpunan data informasi dari
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hasil pelaksanaan pembanguran dacrah untuk disusun
menjadi bahan dokumentasi pcmb;mgumm; |

i Pegelolaan  dan penyusunan data hasil pelaksanadn
progaram pembinaan pembangunan, . K

j. Pelaksanaan pemantauan dan koordinas) dibidang
energl, geology, kclmmgallslrlkun, energl baru terbarukan
bidang air tanah dan air permukaan,

k. Pengumpulan  bahan pelaksanaan koordinasi  dan
penyusunan kebijakan  dibidang penggahan dan
pengelolaan sumber daya alam,

I. Pembuatan dan penyusunan
tentang hasil  pelaksanaan tugasnyéa

laporan secara berkala
kepada atasan

langsung,

m. Pemberian  saran/pertimbangan ke
langkah/tindakan yang akan diambil d
tugas; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberika
dengan tugas dan fungsinya.

pada atasan tentang
alam pelaksanaan

n oleh atasan scsual

Pasal 40

Subbagian Monitoring Dan fvaluasi ~mempunyal [Ugas
pokok melaksanakan schagian tugas Bagian Administrasi
Perckonomian dan Pembangunan di bidang monitoring dan

evaluasi,
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 38, Subbagian Monitoring dan Evaluasi
mempunyai fungsi

a. Penyusunan program kerja Subbagian Monitoring dan

Evaluasi;

b. Penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan
mengevaluasi  kebijakan  Kepala Daerah  dibidang
perekonomian;

¢. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi segala usaha
kegiatan  vang  berhubungan dengan masalah
pembangunan;

d. Pelaksanaan  proses fasilitasi pembuatan penerbitan
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMBJ);

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
kegiatan perckonomian rakyat di bidang permodalan;

{. pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok
(Sembako);memantau  pelaksanaan penyaluran Beras
Rakyat Miskin (Raskin); memantau Harga Eceran
Tertinggi (HET); memantau harga Bahan Bakar Minyak
(BBM), LPG dan Pelumas;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan
pelaksanaan penyaluran dan penyediaan Sembilan Bahan

o
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kvat Miskmn (Raskin) Harga

Pokok (Sembako), Beras Ra Pos

Eceran Tertinggn (HET), Bahan Bakar Minyak (BBM,
dan Pelumas,

h. Penelitan dan evaluas) persyaratan penzinan
baik masyvarakat maupun penzinan perorangarn,

i, Pelaksanaan evaluasi dan pembenan saran atau rencand
tempat industn perusahaan dacrah;

J. Penyelenggaraan koordinasi, moniorng dan

prrusa haan

mengevaluas pengendalian inflasi dacrah,

k. pelaksanaan cvaluasi dan penelitian persyaratan
perizinan dan perpanjangan Surat Izin Reklame, dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsual

dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 42

Bagian Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah mempunvasl
tugas membantu  Asisten  Bidang  Perekonomian dan
Pembangunan dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitonng
dan evaluasi program kegatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis , administrasi dan sumber daya di1 bidang
pengadaan barang/ jasa.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 42, Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemenintah
mempunyai fungs: :

a. Mengkoordinasikan semua kegiatan pengadaan barang /
jasa pemerintah;

b. Memberikan pembinaan di bidang pengadaaan barang/
jasa pemerintah;

¢. Melaksanakan pengadaaan barang/jasa pemerintah:

d. Mendukung pelaksanaan / pengelolaan sistem infomasi
pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. Mengawasi scluruh kegiaan pengadaan barang / jasa
pemerintah Kota Pagar Alam dan melaporkan apabila
ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan ;

f. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa pemenntah kepada
Walikota;

g Menugaskan /menempatkan / memindahkan anggota
kelompok kerja dengan beban kerja  pada Sciiap
kelompok kerja pengadaan  dan  untuk pejabat
pengadaan vang telah diusulkan dan ditetapkan oleh
pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran:

h. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja
yang t_elah ditugaskan di bagian pengadaan barang/jasa
pemenintah  kepada pengguna anggaran |/ kuasa
pengguna  anggaran  / walikota |, apabila terbukti
melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan;
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hertugas scbaga
apabila memilki
asa SCsuil

1. Kepala bagian dapat merangkap dan
anpgota  kelompok kerja  pengadaan )
sertifikat  keahlian  pengadaan harang /)
dengan kompetensi yang dip;wr'svamlkgn ;

j. Pelaksanasn Lugas [ain yang diberikan oleh
sesual dengan tugas dan fungsinya

atasan

Pasal 44

pengadaan  Barang |/ Jasa
agian Pengadaan
naan pengadaan

Sub Bagian Pembinaan
Pemerintah mempunyal tugas membantu B
Barang / Jasa Pemerintah di bidang pembi
barang/jasa pemerintah.

Pasal 45

k sebagaimana dimaksud

Untuk melaksanakan tugas poko
aan Pengadaan Barang /

pada pasal 44, Sub Bagian Pembin

Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :

pembinaan terhadap seluruh .pcmangku
kepentingan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Kota
Pagar Alam, dimulai dari perencanaan kcbutuhan sampal
disclesaikannya scluruh kegiatan untuk memperolch
Barang/Jasa,

b. Pelaksanaan bimbingan tcknis kepada seluruh pelaku
pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pcnyedl_a
barang/jasa, terkait subtansi hukum dan teknis
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan
penggunaan  scluruh - system informasi  pengadaan
barang/jasa pemerintah, termasuk SIRUP, SPSE, e-
katalog, e-monev, SIKap dan lain-lain;

c. Pelaksanaan Advokasi dan/atau pendampingan (termasuk
pemberian rckomendasi) meliputi penyusunan rencana
umum pengadaan , penyusunan rencand pelaksanaan
pengadaan , pelaksanaan kontrak, termasuk penyelesaian
sengketa pelaksanaan kontrak, pelaksanaan serah terima
pekerjaan dan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
kelurahan;

d. Kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang/jasa
dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok
kerja pengadaan apabila memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan ;

e. Pembinaan sumber daya manusia bersama instansi
berwenang lainnya meliputi pembinaan  Pejabat
fungsional pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah
dan kpmpctensi para pengelola pengadaan barang/jasa
pcmcr.l.mah, termasuk koordinasi pelaksanaan pelatihan
dan uji kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

a. Pelaksanaan

Pasal 46

Sub Bagian Pclaksanaan Pengadaan Barang |/ Jasa
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s membantu Bagian Pengadaan

Pemenntah mempunyat TUE
ang pelaksianaan pengadaan

Barang / Jasa pemerintah di bid
barang/ jasa pemerintah,

Pasal 47

yokok schagaimana dimaksud

Untuk melaksanakan tugas |
aan Barang /

pada pasal 46, Sub Bagian Pelaksanaan Pengad

Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :

a. Pemilihan penyedia barang/jasa
scleksi, penunjukan langsung
langsung;

b. Pemilihan penyedia barang/jasa melala
kerjasama pemerintah dengan badan usaha,

¢. Pemilihan  penyedia  barang/jasa - yang dananya
bersumber dari PHLN dan/atau hibah;

d. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam
katalog eclektronik, sejak proses pré katalog elektronik
sampal dengan proses pasca katalog clektronik; dan

e. Perencanaan dan pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah bagi Satuan Kerja ijangkai
Daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang
memiliki  kompetenst  yang dibutuhkan, dalam hal
diminta oleh Satuan Kerja Perangkat Dacrah terscbut;

f. Penyampaian hasil pemilihan dan salinan dokumen
pemilihan  penyedia barang/jasa  yang ditelah
dilaksanakan oleh panitia Kelompok Kerja (Pokja) kepada
Kepala Bagian untuk disampaikan kepada Pejabal
Pembuat Komitmen (PPK);

g. Penyusunan laporan mengenai proses  pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada Kepala Baglan,

h. Kepala Sub  Bagian  Pclaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dapat merangkap dan bertugas sebagai
anggota kelompok kerja pengadaan apabila memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang,

i. Pemberian pertanggungjawaban atas  pelaksanaan
kegiatan barang/jasa vang dilaksanakan oleh kelompok

melalui - pelelangan,
dan/atau pengadaan

mekanmsme

kerja kepada Kepala Bagian;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Sub Bagian Pendukung Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
mempunyai tugas membantu  Bagian Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah di bidang dukungan pengadaan barang /
jasa pemerintah.

Pasal 49
Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud

pada pasal 48, Sub Bagian Pendukung Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah mempunyai fungsi ;
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i Pengelolaan urusian keuangan, kepegawmar,
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah langga
bagian Pengadaan Barang / Jasa,

b, Pengembangan  Kapasislas kelembagaan
barang/pemerintah,

« Perencanaan dan  penyusunan  strategis pengadaan
barang/jasa pemerintah,

d Pelaksanaan Monitoring dan  evaluast  pelaksanaan
pengadaadn barang/jasa ;'.u-nn'rmlah.

¢.  Pelayvapan  hukum  bagi  persoml kelembagaan
pengadaan barang/jasa pemerintah;

f. Pengelolaan  seluruh  system  infomasi pengadaan

pengadaan

barang/jasa pemerintah, termasuk SIRUP, SPSE, ¢
katalog, e-monev, SIKap dan lain-lain, .
£ Pelavanan pengadaan barang/)asa pemerintah secard

clekronik,

h. Pelaksanaan registrasi dan verifikas) pengguna seluruh
system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah,
dan;

I Kepala Sub Bagian Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
dapat merangkap dan Dbertugas :wha_iga] anggota
kelompok kerja pengadaan apabila memiliki serufikat
keahlian pengadaan barang;

J. Pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh
kantor kelembagaan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Assisten III Bidang Administrasi Umum
Pasal 50

Assisten Il Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas
membantu Sckretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi di bidang umum , perlengkapan,
keuangan dan kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan,
tata usaha pimpinan, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, dan dukungan penyelenggaraan
pemeritahan  daerah  serta perangkat daerah yang
melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan , keuangan serta perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 50, Assisten [lI Bidang Administrasi Umum,

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di
bidang umum , perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, bidang




in

hubungaen  masyaraknt  don keprotokolan,  wertn tati
usahi plimpinun,

b Pelabosnnaan koordinasi prnyelenpggarantt  Hagas tan
program Perangkat Dacrah sesun dengan pembidongan
Pogins Asistens Administroass Limin,

¢ Pelaksonnnn evislinm penyelengpntinn Program
Pevimpkat  Docrahsesunt  denpinn pembidangian tugns
Asinten Admimstrns Ui,

d. Pelaksunnan pembimaan ndministrasy di bidang umuam
perlenpgkapnn, keuanpgoan dan Kepeginwaian, Ofginisas
dan  ketatalnksonann,  hubungan  masyntakat  dan
keprotokolon, serta tuta usaha prumpinan, dan

e Pelaksanann tugas lain vang  diberikan oleh atasan
sesul denpan tugas dan fungsinyn

Pasal 52

Bagian Umum  dan Perlengkapan mempunyar  tugas
membantu Asisten 11l Bidang Administrasi Umum  dalam
merumuskan  kebijukan,  mengoordinasikan  pelaksanaan
tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegratan
dan penyelenggaraan pembinaan teknis | administrasi dan
sumber daya di bidang tata usaha  Kepegawaian, protokol,
perjalanan dinas |, rumah tangga , dan perlengkapan

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 52, Bagian Umum dan  Perlengkapan,
menyelenggarakan fungsi ¢

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan tata
usaha ,kepegawaian, protokol, perjalanan dinas |, rumah
tangga , dan perlengkapan;

b. pelaksanaan  koordinasi  dan  penyusunan  program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan tata
usaha  kepegawaian, protokol, perjalanan dinas , rumah
tangga , dan perlengkapan;

¢. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
urusan tata usaha  kepegawaian, protokol, perjalanan
dinas , rumah tangga , dan perlengkapan;

d. pelaksanaan pembinaan  teknis, administrasi  serla
sumber daya urusan tata usaha kepegawaian, protokol,
perjalanan dinas , rumah tangga , dan perlengkapan ; dan

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan scbagian tugas Bagian Umum Dan
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Pasal 85

Unituk melaknenaken tugas pokok e bogitis oy ditnekis i
Pl prasy! 94, Mub Bagpan Tata Usaha Dan Keps gos aush
menyelenmgaraban fungs

a Penyusunen program keca Bub Baglon Tate Dsahs den
Kopwgawaian

U Pembertan pelavanan, pengaturat sura! meiyurst kegade
seluruh satann kerja oo hnghosngen BSekretarint Dartat

¢ Pengaturan peapgunaan  stempel jabats Waliketin dan
Sekretanal Daveah

d. Peluksanaan  pembinean  kearsigan  di BhgE uOgAn
Bekretarm! Daerub

¢ Penvasunan naskah pdato kepala dectah

[ Pelaksanaan penginman, penerumaoh Leritis tedex, daf
memehhura alat-alat informase lainnya,

g Pengaturan  jaringan  komurikas  dan mengawsss
kelancaran hubungan pesawnt radio, wiekomunikast dar
satuan telepon sekretanat,

h. Penyusunan dan  pelaporan  absens:  pegaval h
hngkungan Sckretanat Dacrah;

I Penvasunan  daftar urut kepangkatsn (DUK)/ nominatid
pegawal Sckretariat Daerah;

1. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesiin

dengan tugas dan fungsiya
Pasal 56

Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan Dinas mempunyas tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum Dan
Perlengkapan di bidang protokol dan perjalanan dinas.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 56, Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan Dinas |

menyelenggarakan fungs: :

a. Penyusunan program kerja urusan protokol dan
perjalanan dinas;

b. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas

¢. Penyusunan agenda tentauf kegiatan kepala daerah,
laporan kegiatan kepala daerah, menyiapkan susunan
acara setiap agenda kegiatan kepala daerah dan
menyiapkan administrasi perjalanan dinas kepala daerah;

d. Pengkoordinasian kegiatan dari instansi pemerintah,
swasta, BUMN, BUMD, ORMAS, ORPOL dan masyarakat
yang berkaitan dengan kegiatan Kepala Daerah;

e. Penyiapan pelakat, cinderamata, dan seminar dalam
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tankka kegiatan kepala daeraty
I Pengkoordimie dan pengatian  Kegatan kepala
undatigan bagt kepala daerah, dan kartu ucapan bag dan

untuk  kepala daerah;
o Penviapan dan pelavanan  kebutuban

daerah,

amu dinas kepila

daciah,
he. Penyediaat dan persiapan tempat rapat d
dinas Kepala Dacrah,
L Pengaturan pelaksannan apel dan upacara,
I Pengaturan dan pengkoordinasan kegatan

an pertemuan

Kepala
Dacrah vany diwakilkan,

k. Pelaksanaan regustrast dan  penomaoran surat penntah
perjalanan dinas di ingkungan Sekretinat Dacrah:

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuat

dengan tugas dan fungsinyva.
Pasal 58

angga Dan Perlengkapan mempunyal

Sub Bagian Rumah T
wum

. ’ 4 1
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Un
Dan  Perlengkapan  di - bidang rumah tangga dan

perlengkapan,
Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada pasal 59, Sub Bagian Rumah Tangga Dan
Perlengkapan, menyelenggarakan fungst :

a. Penyusunan program kerja urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

b. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas,

¢. Pengaturan penggunaan kendaraan dan angkutan dinas;

d. Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan  kendaraan
dinas;

e. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas,

. Pengurusan administrasi bahan bakar minyak (BBM)
kendaraan dinas;

g. Penyusunan dan penganalisaan kebutuhan rumah tangga
Sekretariat Daerah dan Rumah Tangga Kepala Daerah;

h. Pelaksanaan urusan keperluan rumah jabatan Walikota,
Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

1. Pelaksanaan pengaturan penvelenggaraan kebersihan,
ketertiban kantor sekretariat, rumah dinas Walikota,
Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

J. Penyusunan  pedoman, sasaran, dasar hukum,
pengaturan, penyelenggaraan, penyediaan barang milik
daerah yang dibutuhkan;

k. Perencanaan kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat
Daerah, rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, dan
Sekretaris Daerah ;
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W Pelaksanann inventnsimsi selurull Varang di Sekeetaria
Diserahy,
L Pelaksanaan tagin Luin yang diberikon oleb atusar sesuns

dengan togan dan (ungsinya
Pasul 60

Bagian Organisasi metpunyal tugans membantu Asisten 1
Bidung Administras Umum dalam merumuskarn kebnjakan,
mengoordimasikan peliaksanaan (ugas dar fungs:, monitoring
dan  evaluasi  program kegiatan — dan  penyelengyaraan
pembinaan  teknis |, administrasi dan  sumber dava  di
bidang  kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan,

analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan
kinerja organisas.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada pasal 60, Bagian Organisasi smenyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dj bidang
kelembagaan,  analisa Jabatan, analisa beban kerja,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penge
kincrja organisasi;

b. Pelaksanaan  koordinasi  dan
kegiatan serta petunjuk

mbangan

penyusunan  program
teknis pelaksanaan dj bidang
kelembagaan,  analisa jabatan, analisa beban kerja,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan
kinerja organisasi;
¢. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan d bidang kelembagaan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi:
d. Pelaksanaan  pembinaan teknis, administrasi  serta
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sumber daya di bidang kelembegaan, snnlise yabntan,
analisa beban ketla, ketatadaksatiaug, pelayatian pubiik
dan pengembungan kinern organisas, dan

Pelaksanaan tugas ln vang diberikan oleh atmsars se s
dengan tugas dan fungsiny

Pasal 62

Sub Bagian Kelembagaun Dan Anaisis Jabatan mernpurnyal
tugas pokok melaksanakan sebagion tugas Bagian Organisas
di bidang kelembagaan dan analisis Jabiitan

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas pokok sebogaimana dimaksud
pada pasal 62, Sub Bagian Kelembagaan Dan  Analisis
Jabatan, menyelenggarakan fungss

d,

c.

Pelaksanaan koordinasi analisis organisas:, penngkatan
kapasitas dan evaluas) kelembagaan,

Pelaksanaan  penvusunan  program  dan  petunjuk
pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas
kelembagaan  dan  evaluasi  Kelembagaan  perangkat
dacrah kota;

Pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan Kapasitas
kelembagaan dan  evaluasi  kelembagaan  perangkat
dacrah kota;

Pelaksanaan monitoring dan  evaluasi  kelembagaan
perangkat dacrah kota;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan analisis jabatan,
formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan,
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program di bidang
analisis  jabatan, formasi jabatan dan standar
kompetensi jabatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan
analisis  jabatan, formasi jabatan dan standar
kompetensi jabatan.

Pelaksanaan  pembinaan, evaluasi dan [asilitasi
penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan
standar kompetensi jabatan Kota.

Pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis jabatan,
formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi
di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
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Pusal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagmmana dinaksid
pada pasal 64, Sub Bagan Tatadaksana dan Pelayanan
Publik, menyelenggarakan fungs |

0 pelaksanuan  koordinas  anabisin  tata laksatia
pemenintaban dun pelayanan publik,  serta fasilitas
program Pendayvagunaan Aparatur Negara,

b pelaksanaan  penyvusunan  progrom  dan petunjuk
pelaksanaan di bidang tata laksans pemerintaban dan
pelayanan publik serta fusilitas program Pendayagunant
Aparatur Negara,

¢ pelaksannan  aoahsis tata laksana pemerintaban dan

pelayunan pubhik, serti lasilitiasi progiurm
Pendayagunaan Aparatur Negara,
d  pelaksanaan moniorning  dan - evaluas di bidang

tataluksana pemerintahan dan pelayanan publik serta
fasilitams program Pendayagunaan Aparatut Negara,

¢ Pengumpulan  dan  penmistimatisan  penyusunan
petunjuk stundarsast pengaturan sarana kerja,

[ Penviapan  dan  pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunguk teknm pembimaan dan penataan
sistem, metode dan prosedur kKerja serta Pendayagunann
Aparatur Negara

£ penghimpunan peraturan perundang undangan,
petunjuk dan pedoman kens mengenar penatann sistem,
metode dan prosedur kerja Pendayagunasn Aparatur
Negatia

h. penviapan  bahan  pembinaan dan penataan  sistem,
metode  dan prosedur kerga serna Pendayagunaan
Aparatur Negara

1 penviapan bahan penvusunan pedoman dan petumjuk
teknis pembingan dan pelaksanaan tata naskah dinas
perangkat daerah dan pembakuan prosedur dan sitem
kerja;

I penviapan bahan penyvusunan pedoman dan petunjuk
tekms peluksanaan pendayagunaan aparatur Pemerintah
Kota yang meliputs pengawasan melekat, peningkatan
Kineru aparatur dan peningkatan pelayanan publik, dan

k. Pelaksanaan tugas lamn yang dibenkan oleh atasan
sesual dengan tugas dan fungsinva

Pasal 66

Sub  Bagian Akuntabilitas dan  Pemberdavaan  Aparatur
mempunyal  tugas  pokok melaksanakan sebagan  tugas
Bagian Organisasi di bidang akuntabilitas  aparatur dan
pemberdayaan aparatur.
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Pasal 67

Untuk melnlsanakan tugas pokok sebagmimana dimaksud
pada pasal 66, Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan
Apuaratur, menyelenggarakon fungsi :

A Penviapun dan pelaksonaan analisis data dan bahan
penmngkatan  Kinerja,  akuntabilitas  kinerja - aparatur
SDudaya kerjo |, standar manajemen mutu dan evaluasi
pengembangan Kinerja aparatur,

b Pelaksannan  penyusunan program dan  petunjuk
pelaksanaan  di - bidang  peningkatan  kinerja,
akuntabilitas kinerja aparatur budaya kerja , standar
managemen mutu dan evaluasi pengembangan kinerja
aparatur,

¢ Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  peningkatan
Kinerja, akuntabilitas kinerja aparatur budaya kerja
standar manajemen mutu dan evaluas) pengembangan
Kinerja aparatur,

d.  Pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan Kinerja,
akuntabilitas kinerja aparatur budaya kerja , standar
manajemen mutu dan evaluasi pengembangan kinerja
aparatur,

¢, Pengelolaan  administrasi  kepegawaian  Sckretariat
Dacrah

f.  Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai,
usulan kebutuhan diklat struktural/fungsional, usulan
Jabatan, kenaikan pangkat, pensiun dan penataan
kebutuhan pegawai

g Penyiapan penetapan keputusan kenaikan gaji berkala
dan pemindahan aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah;

h. Penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin
pegawai;

1. Penyiapan bahan penyusunan  program peningkatan
kesejahteraan pegawai;

). Penyiapan  bahan pengelolaan  sistem  informasi
manajemen  kepegawaian  dan  tata naskah pegawai
perorangan;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu
Asisten Il Bidang Administrasi Umum dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
monitoring  dan  evaluasi  program  kegiatan  dan
penyelenggaraan pembinaan teknis , administrasi dan
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sumber dayi di  bidang Keunngan Sekretanit Dactah
Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimans dimanksud
pudin  pasal 68, Bagian  Administrasi Keuasngan,
menyelenpgarakan fungsi

@, Pengumpulan  bahan  penyusunan  APBD - beserta
perubahannya dan Perhitungan Anggaron dan Helarija
Sckretarmt Dacrah,

b. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis
pembinaasn Administrasi Keuangan Sekretariat Daecrab

¢.  Penyusunan dan Pelaksanaan  Kebijakan Pengelolaan
Administas: Keuangan Daerah Sekretiriat Daerah,

d.  Pengujian kebenaran penagihan serta menerbitkan Surat
Perintah  Pembayaran  (SPP)  dan Surat Perintah
Membayar (SPM) Sekretariat Dacrah

¢, Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pengelolaan Administrasi gaji pegawai Sckretriat Dacrah,

f Penilaian dan pemeriksaan hasil penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen  Pelaksaan  Anggaran
Sckretariat Dacrah.,

g, Pelaksanaan pemeriksaan  laporan  keuangan dan
pembinaan perbendaharaan,

h. Penyusunan Laporan Keuangan Dacrah Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah (APBD) Sckretariat Daerah.
dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sckretariat
Dacrah.

|.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

Sub  Bagian  Anggaran mempunyal  tugas  pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Keuangan
di bidang anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 70, Sub Bagian Anggaran, menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/ data untuk penyempurnaan dan penetapan
kebijaksanaan  ketentuan dan  standar pemeriksaan
penelitian realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Sekretariat
Daerah.

c. Pelaksanaan pelaksanaaan anggaran.
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d Pelaksanaan penehtiun ahggaran
e Peloksanaan Penatausahaan
ANgRiran,

{ Pembenan  petunjuk  kepada

dilingkungan sckretariat daerah dalam menyusun dan
penyusunan RKA

terhadap  Realisast
scluruh  umit  kerjo

mengelola data perencanaan untuk
dlln I)I,A
g Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh  atasan

sesual dengan tugas dan fungsiya
Pasal 72

Sub Bagian Venfikasi Dan  Perbendaharaan  mempunyil
tugas  pokok melaksanakan schagian  tugas  Bagian
Administrasi  Keuangan di  idang venfikast  dan

perbendaharaan Sekretanat Dacrah,

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud

pada pasal 72, Sub Bagan Verifikast Dan Perbendaharaan,

menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan penelitian, penilaian  dan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi keuangan.

b. Pencatatan hasil pengesahan (Verifikasi) uang-uang yang
harus dipertanggungjawabkan (UYHD).

¢. Pelaksanaan pembayaran  gaji  dan  tunjuangan-
tunjangan lain di lingkup Sckretariat Daerah.

d. Pelaksanaan pembukuan seccara  sistematis  dan
kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran kas

memverifikasi

Daerah.

e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bendahara
pengeluaran dan bendahara pembantu di  lingkup
Sekretariat Daerah.

. Pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 74

Sub Bagian Akuntansi Dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok melaksanakan scbagian tugas Bagian Administrasi
Keuangan di bidang akuntansi dan pelaporan Sekretariat
Daerah.

Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada pasal 74, Sub Bagian Akuntansi Dan Pelaporan,



i

menyelengearakan fungs

n o Pemenksanan dan penganaisaan  data peperimann dan
pengeluaran keaangan di Sekretariat Daerah,

b, Peluksaann penyelesuinn-penyelesman - Administrias
Ievangan di Sekertanat Daerah

¢ Pelaksanann penyusunan laporan keuangan

d. Peluksannnn pengumpulin data, memertksa meneht SPJ
belanjin rutin dan pembangunan di lingkup Sekretanat
Daerah

¢ Pembuatan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran
Realisasi APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

{.  Pembuatan  perhitungan APBD atau laporan tahunan
realisast APBD sesuat dengan ketentuan yang berlaku.

g Peluksanaan tugas lain yang diberikan oleh  atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 76

(1) Kelompok jabatan fungsional terdin dari
a,  Kelompok Jabatan fungsional umum ;
b, Kelompok jabatan fungsional tertentu
(2) Kelompok jabatan fungsional umum  diatur melalui

keputusan walikota.

(3) Kelompok jabatan fungsional umum mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  tugas  Pemerintah Dacrah
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.,

(4) Kelompok jabatan fungsional tertentu terdiri dari
scjumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 77

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah , Assisten
, Kepala Bagian , Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsif koordinasi, konsultasi,
komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 78

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Sekretariat Daerah
wajib mengawasi bawahannya masing-masing,




mongkoordinasikan  bawahannya  dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya. Bila torjadi penyimpangan, maka mengambil
langkah langkah sesuai  dengan  Peraturan Perundung:
undangan yang berlaku.

Pasal 79

Setinp pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan
mematuhi  petunjuk-petunjuk  dan  bertanggung jawab
kepada  atasan  masing-masing  serta menyampaikan
laporan secara berjenjang.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2014
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 81

Peraturan Walikota ini mutai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI
Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 37
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